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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi sistem pemerintahan di Indonesia secara dramatis dimulai sejak
Tahun 1998, yang diantaranya ditandai dengan perubahan sistem penyelenggaraan
pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Saat itu desentralisasi
diyakini dapat mewujudkan keadilan di bidang politik sehingga diharapkan dapat
memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi
dalam berbagai kegiatan politik di tingkat lokal. Selain itu desentralisasi juga
diyakini dapat mewujudkan tanggung jawab pemerintah daerah dan demokratisasi
yang didasari pertimbangan bahwa pemerintah daerah lebih tahu persoalan
masyarakatnya.

Reformasi sistem pemerintah tersebut telah berimbas pada trend
pemekaran daerah. Fenomena keinginan masyarakat pada berbagai wilayah untuk
membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) banyak muncul seiring dengan
dinamika perkembangan masyarakat pada era reformasi, baik dinamika politik,
ekonomi, sosial maupun budaya. Dengan pembentukan DOB, masyarakat di
wilayah tersebut diharapkan dapat menggali dan memanfaatkan peluang yang
lebih besar dalam pengelolaan sumber daya daerah yang tujuan akhirnya adalah

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.



Isu pemekaran daerah semakin menguat sejak disahkannya Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah®. Undang-undang
tersebut menyatakan bahwa “dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi
dibentuk dan disusun daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang
berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat”. Dalam konteks desentralisasi
tersebut, Pemerintah memberikan otonomi daerah yang seluas-luasnya, kecuali
urusan pemerintah yang menjadi urusan Pemerintah Pusat, dengan tujuan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

Pada tataran normatif, kebijakan pemekaran wilayah seharusnya ditujukan
untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya
kesejahtraan masyarakat. Namun, kepentingan politik seringkali lebih dominan
dalam berbagai proses pemekaran wilayah yang berlangsung selama ini. Proses
pemekaran wilayah pun menjadi bisnis politik dan uang. Akibatnya, peluasan
daerah pemekaran seringkali diwarnai indikasi terjadinya KKN. Kepentingan
substansif, yakni peningkatan pelayanan masyarakat, efisiensi penyelenggaraan
pemerintahan, dan dukungan terhadap pembangunan ekonomi mempunyai potensi
besar untuk tidak diindahkan.

Dalam proses pemekaran baik daerah maupun desa tentunya tidak lepas
dari campur tangan para elite, baik elite politik maupun non politik. Elite politik

adalah individu dalam kelompok masyarakat yang memerintah. Sedangkan elite
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non politik adalah individu atau sekolompok orang dalam masyarakat yang
memiliki kelebihan dan berpengaruh besar naum tidak memerintah.

Peranan elite politik dalam mendorong terjadinya pemekaran desa sangat
signifikan, hal ini karena elite politik sebagai individu yang memiliki pengaruh
dan merupakan individu yang memerintah serta elite politik merupakan panutan
dan tauladan di tengah-tengah masyarakat.

Peranan elite sebagai salah satu aktor dalam masyarakat, berdasarkan level
individu termasuk kedalam partisipasi individual. Keterkaitan antara asfek
kognitif, afektif dan tindakan atau keterlibatan merupakan rangkaian dari proses
partisipasi. Elite politik berdasarkan asfek kognitif memiliki seperangkat
pengetahuan yang lebih dibandingkan dengan masyarakat lainnya, sehingga akan
berakibat pada tingginya keterlibatan mereka dalam sisi afektif. Yang meliputi
kehadiran (fisik), keaktifannya, peran, dan sumbangan dalam kegiatan-kegiatan
publik.

Pada dasarnya elite adalah orang-orang yang memiliki pengaruh serta
mendapatkan status dan kedudukan lebih tinggi dalam kehidupan masyarakat.

Bagi orang Madura, elemen masyarakat yang menjadi elite utama adalah
kyai. Pengaruh kyai melampaui batas pengaruh institusi-institusi kepemimpinan
lainnya. Pengaruh kyai cukup beragam tergantung pada asal usul genealogis
(keturunan), kedalaman ilmu agama yang dimiliki, kepribadian, kesetiaan

menyantuni umat, dan faktor pendukung lainnya.



Luasnya pengaruh kyai dalam masyarakat Madura dapat dilacak dari aspek
sejarah islamisasi Madura dan aspek ekologis?

Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan
pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di
samping sebagai sarana pendidikan politik lokal.®> Perkembangan daerah dengan
adanya otonomi menunjukkan semakin banyak daerah yang terlihat lebih maju
dan berkembang sejak diberikan otonomi yang lebih besar terutama daerah yang
memiliki sumber daya alam cukup besar.

Otonomi ternyata membeikan kepada daerah untuk mengembangkan
daerahnya Seperti telah dikemukakan sebelumnya, tujuan pembentukan suatu
daerah otonom pada dasarnya adalah untuk memberdayakan daerah, termasuk
meningkatkan kesejahteraan.

Pemekaran daerah adalah suatu proses membagi satu daerah administratif
(daerah otonom) yang sudah ada menjadi dua atau lebih daerah otonom baru.
Sejak diberlakukannya Undang-Undang No0.32/2004 tentang otonomi daerah,
banyak daerah di Indonesia, termasuk di di kepulauan Sumenep (Kangean, Ra’as,
dan Sapudi) mengusulkan diri untuk menjadi daerah otonom baru dengan tujuan
mendapatkan kewenangan yang lebih besar dalam mengupayakan pembangunan
dan kesejahteraan bagi daerahnya. Pembentukan daerah otonomi baru atau yang
biasa disebut pemekaran daerah memungkinkan daerah untuk mengelola sumber
daya nasional yang tersedia di wilayah masing-masing. Dalam Pasal 10 Undang-

Undang No0.22/1999 disebutkan bahwa daerah memiliki wewenang untuk

2 Muhammad Kosim, Kyai dan Blater; Elit Lokal dalam Masyarakat Madura, Jurnal, (KARSA,
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mengelola dan memelihara sumber daya nasional yang dimilikinya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Selain itu daerah berhak mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat berdasarkan prakasa sendiri dan aspirasi masyarakat
dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, otonomi daerah
memberikan pelimpahan wewenang baik dalam pengambilan kebijakan maupun
keputusan pembiayaan kepada daerah dan berusaha melibatkan masyarakat dalam
upaya pembangunan daerah sehingga kohesi soal antara politik dan masyarakat
semakin kuat.

Banyaknya pemekaran wilayah yang didorong oleh derasnya tekanan
politik dan perebutan kekuasaan. Tekanan kuat dari daerah itu di respon positif
oleh pemerintah pusat, padahal dalam taraf proses pemekaran tersebut, setidaknya
telah banyak memberikan beban terhadap pemerintahan pusat, beban yang
fundamental adalah beban finansial penyelenggaraan pemerintahannya. Di
setujuinya pemekaran wilayah dapat juga dimaknai bahwa akan adanya sebuah
keharusan pemerintah pusat untuk mengalirkan dana ke pemerintah daerah yang
baru. Dengan tersedianya jaminan politik bahwa pemerintah pusat akan
mencukupi segala kebutuhan setidaknya pemerintahan daerah yang baru di
bentuk, karena daerah tersebut mendapatkan dana perimbangan, dan dalam hal
khusus tertentu, berhak pula mendapatkan dana otonomi khusus. Pemaknaan
sempit ini lah yang kini sebenarnya menjadi beban dan problem bagi pemerintah
daerah baru juga bagi pemerintah pusat. Seharusnya jika ingin ditinjau secara
politik, para pemerintah daerah yang baru di bentuk tersebut dapat menjadikan

daerahnya sebagai arena baru bagi perjuangan eksponen politik setempat, seperti



tokoh agama, pewaris pemerintahantradisional, dan meningkatkan pelayanan
publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, di samping
sebagai sarana pendidikan politik di tingkat daerah.*

Motivasi pemerintah daerah dalam mengajukan pemekaran sebenarnya
sulit diidentifikasi secara empiris. Hal pendukung pengajuan usul pemekaran
tersebut diantaranya: motivasi politik, insentif keuangan yang diberikan
pemerintah pusat, motivasi menciptakan pelayanan yang lebih baik, efisiensi
komunitas, permintaan masyarakat akan peningkatan pelayanan publik, serta
menghindari konfik di dalam daerah maupun antar daerah.

Proses pembentukan daerah sesuai Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan
dan penggabungan daerah menyatakan bahwa pembentukan daerah didasari pada
3 (tiga) persyaratan, yakni administratif, teknis dan fisik kewilayahan. Persyaratan
administratif didasarkan atas aspirasi sebagian besar masyarakat setempat untuk
ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan melakukan kajian daerah terhadap
rencana pembentukan daerah. Persyaratan secara teknis didasarkan pada faktor
kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik,
kependudukan, luas daerah, pertahanan keamanan, dan faktor lain yang
memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Adapun faktor lain tersebut
meliputi pertimbangan kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat,

dan rentang Kkendali penyelenggaraan pemerintahan. Persyaratan fisik

* Lihat esai Jumadi, Problem Pemekaran Wilayah dan Pembagian Kewenangan, dalam Indra J.
Piliang, Blue Print Otonomi Daerah Indonesia, (Jakarta, Penerbit YHB Center, 2006), him. 235-
237.



kewilayahan dalam pembentukan daerah meliputi cakupan wilayah, lokasi calon
ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan.

Pemekaran wilayah merupakan suatu langkah strategis yang ditempuh
olen Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas-tugas
pemerintahan baik dalam rangka pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan
menuju terwujudnya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang maju, mandiri,
sejahtera, adil dan makmur.

Secara normatif adanya upaya daerah yang ingin memisahkan diri dari
daerah induk untuk membentuk daerah otonom baru adalah hal yang wajar dan
secara prinsip dibenarkan sepanjang sesuai dengan mekanisme/ prosedur yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kajian akademik proses
pembentukan Kabupaten Kepulauan Sumenep ini dilakukan secara ilmiah,
diharapkan dapat menghasilkan analisis yang obyektif dan akuntabel, sehingga
dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai
rencana pembentukan calon kabupaten baru nantinya.

Pulau Kangean, Ra’as, dan Sapudi adalah Kabupaten Sumenep di Provinsi
Jawa Timur. Wilayah ini ingin memisahkan diri dari Kabupaten Sumenep.
Berawal dari keinginan para mahasiswa dan para elite di wilayah kepulauan untuk
mensejahterakan masyarakatnya. Beberapa tokoh dari kecamatan-kecamatan
mulai menyebut-nyebut Kepulauan akan menjadi sebagai wilayah otonom, namun
karena sosialisasi yang mungkin kurang maksimal di lingkungan masyarakat dan
sama sekali tidak mendapatkan dukungan pemerintah Kabupaten Sumenep pada

saat itu.



B. Rumusan Masalah
Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana peran elite politik dalam proses pemekaran Kabupaten
di Sumenep.?
2. Bagaimana langkah elite politik dalam mewujudkan pemekaran

wilayah kabupaten Kepulauan Sumenep.?

C. Tujuan Penelitian
Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan dan
memperoleh informasi yang akurat sesuai dengan permasalahan yang
dirumuskan, adapun tujuan penelitian sebagai berikut:
1. Mengetahui bagaimana peran elite politik dalam proses pemekaran
Kabupaten diSumenep.
2. Bagaimana langkah elite politik dalam mewujudkan pemekaran

wilayah kabupaten Kepulauan Sumenep.

D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :
1. Dalam manfaat teoritis, penelitian ini merupakan kegiatan dalam
rangka mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam wacana
Peran Elite Politik Dalam Pemekaran Wilayah Di Kabupaten Sumenep
2. Secara akademis, penelitian ini diharapakan mampu memperbanyak

bacaan mengenai dan wawasan mengenai pemekaran wilayah.



3. Manfaat praktis , hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan
informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan di masa datang
seperti : partai politik, mahasiswa, dan pemerintah. Manfaat lain riset
ini bagi masyarakat adalah memberikan landasan berpikir dalam hal

pentingnya pemahaman pemekaran wilayah tersebut.

E. Penjelasan Konsep
Untuk menghindari adanya kesalah pahaman dalam memahami judul
dalam karya ilmiah ini, dan untuk memperjelas interpretasi atau pemberian kesan,
pendapat, atau pandangan teoritis terhadap pokok bahasan proposal yang berjudul

“PERAN ELITE POLITIK DALAM PEMEKARAN WILAYAH DI

KABUPATEN SUMENEP”. Maka akan dijelaskan istilah-istilah yang terangkai

pada judul dan konteks kebahasaannya.

Elite politik : Individu atau kelompok yang secara kuantitas kecil, namun
mempunyai akses dan power yang mana dalam hal ini biasanya
menempati lapisan atas dalam lapisan masyarakat.

Pemekaran : Sesuatu bagian yang utuh atau suatu kesatuan yang dibagi atau
dipisahkan menjadi beberapa bagian yang berdiri sendiri>. Dalam
UU No.23 Tahun 2014 pada Pasal 33 ayat (1) huruf a menyatakan
pemekaran daerah berupa pemecahan provinsi atau daerah

kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru.

*W.J.S Poerwadarminta, (2005), Kamus besar Bahasa Indonesia.
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Wilayah . Sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah
kedaulatan. Pada masa lampau, seringkali sebuah wilayah dikelilingi
oleh batas-batas kondisi fisik alam, misalnya sungai, gunung, atau

laut.

F. Telaah Pustaka

1. Tri Banjir Adi Wijoyo, Pemekaran Desa Ditinjau dari Aspek Otonomi
Daerah di Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur (Studi Kasus Di
Desa Wanasari) 2013. Skripsi. Program Ilmu Sosial Dan Iimu Politik,
Universitas Hasanuddin Makassar.
Hasil: Dalam pemekaran wilayah desa di tinjau dari aspek otonomi daerah
dengan menggunakan indikator sebagai berikut: Pertama, Proses
penjaringan aspirasi merupakan proses tahap awal dalam proses
pemekaran wilayah desa,dalam penelitian memperlihatkan bahwa proses
penjaringan telah dilaksanakan dimana pemekaran desa wanasari
diprakarsai oleh masyarakat di 3 (tiga) dusun yaitu Dusun Kamboja,
Dusun Mawar, dan Dusun Anggrek,dimana masyarakat di tiga dusun
menginginkan pelayanan yang lebih baik dan pemerataan pembangunan
sehingga terbentuklah desa Wanasari kemudian mengagendakan duduk
bersama atau musyawarah untuk membahas tentang pemekaran. Kedua,
Proses pembentukan panitia pemekaran yaitu setelah Munculnya isu
pemekaran desa, yang kemudian dilanjutkan dengan agenda duduk

bersama untuk melakukan musyawarah yang menghasilkan kesepakatan
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bersama untuk memekarkan diri, maka selanjutnya dibentuklah panitia
yang ditunjuk langsung dan berasal dari masyarakat itu sendiri pemekaran
yang bertugas untuk mengurus kelanjutan daripada rencana pemekaran.
Setelah dirumuskannya panitia pemekaran Desa Wanasari, selanjutnya
panitia dimaksud membuat proposal usulan pembentukan Desa kepada
Bupati Kabupaten Luwu Timur melalui Kepala Bagian Pemerintahan
Kabupaten Luwu Timur. Dengan melampirkan profil desa yang meliputi
profil desa induk, profil desa yang akan dibentuk dan peta kampung yang
akan dibentuk kemudian Bupati luwu timur membentuk tim verifikasi
untuk meninjau kembali kelayakan desa yang akan di mekarkan. Ketiga,
Penyusuna Ranperda yaitu setelah proposal pemekaran desa dikirim oleh
panitia ke pemerintahan kabupaten Luwu timur yaitu ke bupati,maka
bupati kabupaten luwu timur membentuk sebuah tim verifikasi proposal
usulan pemekaran desa yang ditugaskan untuk menverifikasi kelayakan
pemekaran desa,setelah diverifikasi dan ternyata dilihat layak untuk
membentuk desa maka berrdasarkan hasil verifikasi tim verifikasi
membuat Rancangan Peraturan daerah tentang pembentukan desa yang
kemudian diserahkan ke bupati kemudian diserahkan ke DPRD kabupaten
luwu timur untuk dibahas.

Djoko Harmantyo, Pemekaran Daerah Dan Konflik Keruangan Kebijakan
Otonomi Daerah Dan Implementasinya Di Indonesia, 2007. Jurnal,
Makara, Sains, vol. 11, No. 1, April 2007: 16-22. Departemen Geografi,

FMIPA, Universitas Indonesia, Depok 16424, Indonesia.
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Hasil: Berdasarkan hasil pembahasan terhadap data melalui metode dan
asumsi yang digunakan maka beberapa kesimpulan dari studi awal ini
adalah: 1) Jumlah ideal daerah otonom di Indonesia adalah 460 kabupaten
dan kota dalam 46 propinsi, jumlah potensi konflik keruangan dan jumlah
kerjasama antar daerah otonom minimal sebanyak 2760 jenis. Secara
teoritis paling tidak setiap daerah otonom menyiapkan rata rata enam
program kerjasama regional untuk mengatasi satu dari 12 sumber konflik
keruangan; 2) Semakin banyak daerah pemekaran, semakin banyak potensi
konflik keruangan karena jumlah garis batas antar wilayah sebagai sumber
konflik jumlahnya semakin banyak. Saat ini jumlah daerah otonom sudah
mendekati angka 500 kabupaten/kota; 3) Karakteristik wilayah Indonesia
memiliki dua jenis garis batas yaitu batas darat dan batas laut. Garis batas
darat lebih potensial untuk terjadinya konflik keruangan; 4) Di samping
faktor jumlah penduduk dan luas wilayah, garis batas wilayah merupakan
faktor penting sebagai pertimbangan dalam penyempurnaan instrumen dan
persyaratan pemekaran daerah terutama dalam mengantisipasi timbulnya
konflik keruangan.

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Evaluasi
Daerah Otonom Hasil Pemekaran (EDOHP), 2011.

Hasil: Hasil EDOHP menunjukan bahwa janji dan ekspektasi dari
pembentukan daerah otonom ternyata masih jauh dari yang diharapkan.
Pada setiap tujuan yang mendasari pembentukan daerah otonom baru,

yaitu: peningkatan kesejahteraan masyarakat, perbaikan kualitas pelayanan
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publik, perbaikan tata pemerintahan, dan peningkatan daya saing, DOHP
Provinsi dan Kabupaten/Kota masih memiliki banyak kendala untuk
mewujudkannya. Harapan warga dan pemangku kepentingan untuk
memiliki nasib yang lebih baik melalui pembentukan daerah otonom
tampaknya masih memerlukan upaya yang lebih keras lagi.

Debby Rahmi Isnaeni, Dampak Pemekaran Daerah Terhadap
Pengembangan Wilayah Kabupaten Bandung Barat, 2012. Program Studi
Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan
Pengembangan Kebijakan (SAPPK), ITB.

Hasil: Secara keseluruhan studi ini menyimpulkan pernyataan bahwa
sehubungan dengan tujuan pemekaran menurut PP No. 129 Tahun 2000
yang menjadi acuan bagi penilaian perkembangan berbagai indikator
pengembangan wilayah dalam penelitian ini, yaitu melalui tiga poin
terukur dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, diantaranya:
peningkatan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pelaksanaan
pembangunan perekonomian daerah, dan percepatan pengelolaan potensi
daerah, diketahui bahwa perkembangan KBB saat ini belum memberikan
dampak yang positif bagi pengembangan wilayah KBB sesuai dengan
tujuan pemekaran yang diinisiasikan sejak tahun 1999. Usia pemekaran
yang masih dini menyebabkan perkembangan KBB dalam mencapai
tujuan pemekaran cenderung belum terlihat secara signifikan.

Perkembangan yang terjadi pada tiga tahun awal pemekaran KBB belum
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mampu menunjukkan dampak positif bagi peningkatan berbagai indikator
pengembagan wilayahnya.

Dr. H. Utang Suwaryo, Drs., M.A. dkk, Studi Kelayakan Pemekaran
Wilayah Kabupaten Cianjur 2008. Jurnal: Pemerintah Kabupaten Cianjur
bekerjasama dengan Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran.

Hasil: Berdasarkan hasil perhitungan menurut PP No. 78 Tahun 2007, skor
total calon Kota Cipanas berdasarkan data yang diperoleh adalah sebesar
415 (mampu), dengan perolehan total nilai indikator faktor kependudukan
sebesar 100, faktor ekonomi 60, faktor potensi daerah 60 dan faktor
kemampuan keuangan 65. Sementara skor total Kabupaten Cianjur induk,
berdasarkan data yang diperoleh adalah sebesar 406 (mampu), dengan
perolehan total nilai indikator faktor kependudukan sebesar 100, faktor
ekonomi 70, faktor potensi daerah 60 dan faktor kemampuan keuangan 45.
Kabupaten Cianjur (induk) maupun calon Kota Cipanas, secara total nilai
keseluruhan faktor masuk kategori mampu untuk dijadikan daerah
otonom. Namun, secara normatif berdasarkan PP No. 78 Tahun 2007,
dinyatakan bahwa apabila ada salahsatu faktor dari 4 faktor penentu
pembentukan daerah otonom baru (faktor kependudukan kurang dari 80
atau faktor kemampuan ekonomi kurang dari 60, atau faktor potensi
daerah kurang dari 60, atau faktor kemampuan keuangan kurang dari 60),
baik daerah otonom induk dan/atau calon daerah otonom baru, maka

proses pembentukan daerahotonom baru belum dapat dilanjutkan.
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Hasil pengkajian menunjukkan bahwa total nilai faktor
kemampuan keuangan daerah induk (Kabupaten Cianjur) setelah
dimekarkan hanya memperoleh skor 45, atau tidak mencapai batas
minimal skor sebesar 60. Dengan demikian, meskipun skor secara
keseluruhan termasuk kategori mampu, namun karena ada salahsatu faktor
yang skornya tidak memenuhi batas minimal maka prosedur pembentukan
daerah baru belum dapat dilanjutkan. Dalam konteks ini, maka perlu
ditempuh upaya-upaya sebagai berikut: (1). Melakukan konsultasi dengan
DPRD Kabupaten Cianjur, Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi dalam
rangka mengantisipasi berkembangnya aspirasi publik. (2). Menerapkan
manajemen pemerintahan transisi, yang meliputi upaya-upaya sebagai
berikut: a). Melakukan upaya strategis untuk memacu pertumbuhan setiap
kecamatan di masing-masing wilayah, antara lain dengan melakukan
pemerataan pembangunan di seluruh wilayah agar tidak terjadi
kesenjangan dan di sisi lain, dapat memacu lahirnya pusat-pusat
perekonomian baru di kota yang baru terbentuk, b). Melakukan penataan
kelembagaan organisasi pemerintahan daerah dengan berpegang pada
prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik, sehingga jumlah
aparat birokrasi yang diperlukan tidak terlampau banyak, tetapi memiliki

kualifikasi dan kompetensi yang memadai.
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G. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni data yang
digunakan merupakan data Kualitatif (data yang tidak terdiri dari angka-angka)
melainkan berupa gambaran dan kata-kata.® Sedangkan jenis penelitian ini adalah
jenis case study, artinya penelitian ini berangkat dari studi kasus di lapangan, yang
bertujuan untuk memperoleh data yang relevan. Hal tersebut berangkat dari kasus
yang di pilih sesuai minat dan tujuan penelitian. Dalam hal ini yang akan di teliti
tentang’ Peran Elite Politik Dalam Pemekaran Wilayah Di Kabupaten Sumenep.

Tipe penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi
deskriptif. Studi deskriptif dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi
tertentu yang besifat faktual secara sistematis dan akurat. Studi deskriptif juga
berati penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena atau
karakteristik individu, situasi, atau kelompok tertentu secara akurat. Sesuai
dengan tujuan penelitian ini, yaitu mengenai Peran Elit Politik Dalam Pemekaran
Wilayah Di Kabupaten Sumenep, maka peneliti akan menerapkan studi

deskriptif.2

®Jalaluddin Rahmat, Metode Penelitian Komunikasi, (Remaja Rosdakarya, Bandung: 2000), hlm
36.

" Poerwandari, E.k. Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Prilaku Manusia, Edisi Ketiga,
(Jakarta: LPSP3FAK. Psikologi Univesitas Indonesia, 2005), him. 43

®Danim, Sudarman, Menjadi Penelitian Kualitatif Ancangan Metodologi, Presentasi, dan
Publikasi Hasil Penelitian Pemula Bidang Illmu-ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora,
(Bandung: CV. Pustaka Setia.2002), him. 34
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1. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian dilaksnanakan di Kepualaun Sumenep, Pertimbangan
yang mendasari pemilihan lokasi penelitian ini karena Kepulauan Sumenep adalah
tempat kelahiran saya sendiri dan otomatis untuk melakukan penelitian yang saya

maksud akan lebih mudah.

2. Sumber dan Jenis Data
Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data
sekunder adapun yang dimaksud:
a) Sumber Primer

Nugroho Notosusanto menjelaskan sumber primer adalah sumber-
sumber yang keterangannya diperoleh secara langsung oleh yang
menyaksikan peristiwa itu dengan mata kepala sendiri®.

Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi dimana
pewawancara melontarkan pertanyaan-pertanyaan terstruktur untuk
dijawab oleh orang yang diwawancarai. Pokok-pokok wawancara biasanya
berkenaan dengan tiga tema sentral, yaitu tingkah laku, sistem nilai, dan
perasaan subjek penelitian. Pertanyaan juga perlu didesain agar
mendapatkan jawaban yang valid.*

Adapun informannya adanya

1) Iskil Firdaus S.pdi (salah satu mahasiswa Pasca UIN Malang dan

pengusaha batu bara)

° Sardiman AM .Memahami Sejarh. (Yogyakarta:BIGRAF Publising, 2004), him 56.
10 Agus salim, Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), him 18.
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2) Anwari SH (salah satu anggota PPK2S dan juga sebagai ketua
Founder Media Kangean.net)

3) Ahmad Hosaini ( ketua PPK2S)

4) Fawita (wakil PPK2S)

5) Muhammad Sukri ( salah satu anggota DPRD Sumenep)

6) Umar Said, (salah satu anggota Malang Corruption Watch

C‘MCW”)

Teknik yang digunakan dalam pemilihan informan menggunakan
Purposive  Sampling artinya teknik penentuan sumber data
mempertimbangkan terlebih dahulu, bukan diacak. Artinya menentukan
informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah
penelitian.'!

b) Sumber Sekunder

Yang kedua ini adalah sumber sekunder, sumber data yang tidak
langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang
lain atau dokumen. Jadi data ini berupa bahan kajian yang digambarkan
oleh bukan orang yang ikut mengalami atau hadir dalam waktu kejadian
berlangsung. Sehingga sumber data bersifat penunjang dan melengkapi
data primer. Dan dalam penelitian ini jenis sumber data yang digunakan
adalah literatur dan dokumentasi. Sumber literatur adalah referensi yang

digunakan untuk memperoleh data teoritis dengan cara mempelajari dan

1 Byrhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan llmu Sosial
lainnya, (Fajar Interpratama Offset, Jakarta: 2007). him 107.
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membaca literature yang ada hubungannya dengan kajian pustaka dan
permasalahan penelitian baik yang berasal dari buku maupun internet
seperti jurnal online dan artikel jurnal atau koran yang memuat berita
tentang bagaimana proses untuk pemisahan Kepulauan Sumenep menjadi

Kabupaten Kepulauan Sumenep.

3. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data, terkait penelitian ini menggunakan :

1. Metode observasi, adalah metode pengumpulan data yang digunakan
untuk menghimpun data penelitian melalu pengamatan dan
pengindraan.’? Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data,
yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui
observasi.*®  Peneliti mengamati fenomena yang relevan dengan
pokok bahasan peneliti, yakni mengenai proses pemisahan
Kepulauan Sumenep menjadi Kabupaten.

Adapun observasi yang dilakukan peneliti termasuk dalam jenis
observasi partisipatif. Observasi partisipatif adalah observasi dimana
peneliti secara langsung terlibat dalam kegiatan informan. Dalam
metode observasi ini peneliti tidak hanya mengamati objek studi
tetapi juga mencatat hal hal yang terdapat pada objek tersebut,
sehingga peneliti benar benar mendapatkan data tentang situasi dan

kondisi secara universal dari informan.

12 Byrhan Bungin, PenelitianKualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan llmu Sosial
lainnya, (Fajar Interpratama Offset, Jakarta: 2007), him 118.
BSugiyono, Metode Penelitian Kombinas “Mixed Method”. Bandung: Alfabeta. 2011), him 226
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2. Metode wawancara, adalah merupakan pertemuan dua orang untuk
bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat
dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.!* Peneliti
langsung terjun ke lapangan, dengan cara menanyakan terhadap
informan terkait proses pemisahan Kepulauan Sumenep.

Data diperoleh langsung dari informan melalui wawancara. Dalam
penelian kualitatif ini peneliti menggunakan teknik purposive
sampling. Menurut Sugiyono purposive sampling adalah teknik
pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu
yakni sumber data dianggap paling tahu tentang apa yang
diharapkan, sehingga mempermudah peneliti menjelajahi obyek atau
situasi sosial yang diteliti*>. Dengan teknik purposive sampling ini
informan yang dipilih peneliti para elite atau tokoh politik yang
berpengaruh di Kepulauan Sumenep.

Dalam penelitian ini wawancara berstruktur, dimana peneliti sudah
menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan.
Dengan wawancara terstruktur ini setiap informan diberi pertanyaan
yang sama, dan peneliti mencatatnya.® Wawancara terstruktur ini
dilaksanakan secara bebas dan juga mendalam (in-depth), tetapi

kebebasan ini tetap tidak terlepas dari pokok permasalahan yang

¥sugiyono. 2011, Ibid, him 231

15 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung, Alfabeta CV, 2010, him
219

16 Sugiyono, him 73
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akan ditanyakan kepada informan dan telah dipersiapkan
sebelumnya oleh pewawancara.*’

3. Metode dokumentasi, merupakan catatan peristiwa yang sudah
berlalu. dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya

monumental dari seseorang.*®

4. Teknik Analisis Data

Penelitian tersebut menggunakan analisa data dengan metode diskriptif
analisis yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Peran Elite Politik Dalam
Pemekaran Wilayah Di Kabupaten Sumenep. Untuk data yang diperoleh hasil dari
buku, observasi, wawancara maupun dokumentasi.

Sedangkan teknik analisa data secara keseluruhan dari data yang diperoleh
dengan menggunakan metode diskriptif analisis yaitu menjelaskan pokok-pokok
permasalahan dan menganalisis data yang diperoleh secara teliti.™

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif dan
dijabarkan secara sistematis nantinya. Adapun dengan menggunakan Reduksi
Data, Kategorisasi, dan Sintesisasi. Yang pertama Reduksi data yakni
mengidentifikasi data yang sesuai dengan fokus dan masalah penelitian, yang
kedua Kategorisasi, merupakan teknik analisis data berupaya memilah-milah
kepada bagian data yang memiliki kesamaan, dan yang ketiga Sintesisasi, setelah

data ditemukan kesamaannya maka data dicari kaitan antara satu kategori dengan

7 Burhan Bungin, PenelitianKualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan llmu Sosial
lainnya, (Fajar Interpratama Offset, Jakarta: 2007), him 113

8sugiyono. 2011, Ibid, him 240

195 Nasution, Metode Research Pendekatan IImiah (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), him 106
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kategori yang lainnya, sedangkan kategori yang satu dengan yang lainnya diberi
nama atau label®.
Pada penelitian ini, penulis menggunakan empat jalur analisis data, yaitu
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
a) Pengumpulan data
Pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah mengumpulkan setiap
informasi atau data yang dimiliki oleh para elite yang ada di Kepulaun
Sumenep dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan
dokumentasi yang selanjutnya untuk dipilih dan disesuaikan dengan fokus
penelitian.
b) Reduksi data
Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada
penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari
catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini dilakukan terus menerus oleh
penulis selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar
terkumpul. Cara penulis dalam mereduksi data adalah sebagai berikut:
1) Seleksi ketat atas data.
Penulis menyeleksi setiap data yang didapatkan di lapangan melalui
observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah dan sedang dilakukan.
Seleksi data dilakukan atas dasar data yang didapat sesuai dengan pokok
penelitian yang diteliti.

2) Ringkasan atau uraian singkat.

2 exy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (P'T Remaja Rosdakarya, Bandung: 2009), him
288-289.
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Penulis meringkas data yang telah diseleksi dengan uraian yang singkat agar
mudah dipahami.

3) Menggolongkannya dalam pola yang lebih luas.

Selanjutnya data yang sudah diringkas, digolongkan dalam pola-pola untuk
dikembangkan dan mendapatkan data yang lebih kaya akan fokus penelitian.
c) Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi atau data
yang didapatkan di lapangan berdasarkan hasil observasi, wawancara dan
dokumentasi. Kemudian disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya
penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data pada

penelitian ini adalah:

1) Penulis membuat teks naratif yang berisi tentang catatan yang ada di
lapangan.

2) Penulis membuat sebuah konsep untuk melihat apa yang sedang terjadi,
apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya, yaitu melakukan analisis
kembali.

d) Penarikan kesimpulan
Upaya penarikan kesimpulan dilakukan penulis secara terus-menerus
selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, penulis mulai
mencatat keteraturan pola-pola, penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi
yang ada, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini
ditangani secara longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah

disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih



rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan-kesimpulan itu juga
diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan cara:
1) Memikir ulang selama penelitian.
2) Tinjauan ulang catatan lapangan.
Tabel 1.1

Analisis data model interaktif Miles dan Huberman

5 Pengumpulan Data > Penyajian Data
—>

Reduksi Data & - i
: ! Penarikan Kesimpulan
|

Sumber: Miles dan Haberman

5. Tekhnik Keabsahan Data
Teknik keabsahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
a) Teknik keabsahan data perpanjangan keikutsertaan, disini peneliti
dalam pengumpulan data karena peneliti disini harus ikutserta dalam
memperoleh data yang valid.
b) Teknik keabsahan data ketekunan atau keajegan pengamatan,
peneliti disini harus juga tekun untuk mencari data yang valid serinci

mungkin yang nantinya peneliti nanti lebih bersifat terbuka.
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c) Teknik keabsahan data hasil pemeriksaan sejawat melalui diskusi,
diskusi merupakan tenik keabsahan yang hampir terakhir,
dikarenakan data yang ditemukan nanti masih didiskusiakn dengan
rekannya dan teknik keabsahan data uraian rinci.

d) Teknik keabsahan data yang terakhir adalah uraian rinci, peneliti
sangat strategis dalam menekuni hasil dari temuan data dicari serinci
mungkin sesuatu yang relevan dengan pokok bahasan.?

Keabsahan data berkaitan dengan suatu kepastiaan bahwa yang berukur
benar-benar merupakan variabel yang ingin di ukur. Keabsahan data dapat dicapai
dengan proses pengumpulan data yang tepat. Uji validitas dan uji reliabilitas
dilakukan untuk menghindari ketidakvalidan dan ketidaksesuaian instrument
penelitian. Sehubungan dengan itu Moloeng mencoba membangun teknik
pengujian keabsahan yang la beri nama teknik pemeriksaan. Penjelasan mengenai
teknik pemeriksaan, bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2

Teknik Pemeriksaan Data

No | Kriteria Teknik Pemeriksaan

1. Perpanjangan keikutsertaan
2. Ketekunan pengamat

1 Kredibilitas 3. Trianggulasi

4. Pengecekan sejawat

5. Kecukupan referensial

2! exy J. Moleong. 2009, Ibid, him 327-336.
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6. Kajian kasus negative

7. Pengecekan anggota

2 Kepastian 8. Uraian rinci
3 Kebergantungan 9. Audit kebergantungan
4 Kepastian 10. Audit Kepastian

Sumber: Burhan Bungin

Pada penelitian ini, pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik
triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang dipopulerkan oleh
Denzin. Teknik trianggulasi adalah triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini
diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan
berbagai waktu. Terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan
data, dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang
telah diperoleh melalui beberapa sumber, triangulasi teknik dilakukan dengan cara
mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, dan
triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan
wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.
Sugiyono memaparkan triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek
hasil penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan teknik
dimana peneliti mengecak data yang telah diperoleh dari beberapa sumber
(informan), hingga data tersebut bisa dinyatakan benar (valid) dan juga melakukan

observasi serta dokumentasi diberbagai sumber.
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1) Trianggulasi dengan sumber data
Cara yang dilakukan penulis adalah membandingkan dan mengecek derajat
kepercayaan informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda.
Yakni membandingkan data hasil observasi, hasil wawancara dan hasil
dokumentasi, Sehingga didapatkan hasil penelitian yang memiliki derajat
kepercayaan absolut serta terdapat bahwa penilaian hasil penelitian dilakukan

oleh informan dan memasukan informan dalam kancah penelitian.

2) Trianggulasi dengan metode
Pada teknik trianggulasi dengan metode, penulis melakukan pengecekan
terhadap penggunaan metode pengumpulan data. Cara yang dilakukan penulis
adalah mencermasti keseuaian informasi yang didapatkan dari hasil observasi,
wawancara dan dokumentasi.

3) Trianggulasi dengan teori
Cara yang dilakukan penulis adalah dengan menyertakan usaha pencarian
tahapan lainnya untuk mengorganisasikan data yang barangkali mengarahkan
pada upaya penelitian lainnya. Secara logis, penulis memikirkan kemungkinan
hasil penemuan lainnya yang ditunjang dengan teori dan data lain dengan

maksud untuk membandingkannya.



